BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima eksepsi ne bis in idem dalam
putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj
adalah karena persyaratan ne bis in idem sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal 1917 KUHPerdata telah terpenuhi yaitu: a) apa yang digugat sudah
pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Lumajang; b) terhadap
perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
(inkrachi), hal ini terbukti dengan dilampirkannya putusan Pengadilan Negeri
Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj, Putusan Banding Nomor
763/Pdt.G/2002/PT.Sby, Putusan Kasasi Nomor 2043K/Pdt/2004 dan
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009; c) Putusan bersifat
positif; d) Subjek atau pihak yang berperkara sama; €) Objek gugatan sama.

2. Berdasarkan Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan
Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj dinyatakan
bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri pada tahun 2002

para pihak masih mempunyai hak opsi untuk memilih pengadilan mana yang
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akan menangani masalah kewarisannya, dalam hal ini para pihak memilih
Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pada saat gugatan ini diajukan di
Pengadilan Agama Lumajang gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Neit Onvankelijke Verklaard) terkait masalah ne bis in idem yang

sudah melekat dalam perkara ini.

Seharusnya pertimbangan hakim dalam perkara ini bukan hanya terkait
masalah ne bis in idem saja karena dalam perkara ini juga terdapat eksepsi
obscuur libel yang diajukan oleh para Tergugat karena tidak jelasnya dasar
hukum dalil gugatan. Selain itu harus dipertimbangkan pula bahwa obyek
yang disengketakan dalam perkara ini sudah dihaki oleh para Tergugat
berdasarkan putusan yang sudah inkracht yaitu putusan Peninjauan Kembali
Nomor 38PK/Pdt/2009, schingga sengketa ini bukan lagi disebut sengketa

waris melainkan sengketa hak milik.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang mengajukan perkara terutama masalah kewarisan
hendaklah lebih memperhatikan peradilan mana yang berhak menangani
permasalahan tersebut berdasarkan kompetensi absolut yang sudah
ditentukan di masing-masing peradilan. Dan sebagai orang Islam hendaknya
melaksanakan pembagian kewarisan berdasarkan ketentuan yang sudah

ditentukan oleh hukum Islam.
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2. Kepada Lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa,
dan memutus perkara, hendaknya benar-benar mampu bersikap bijaksana,
cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan sebuah putusan, hal ini dilakukan
untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan dan menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga peradilan.



